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BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/1454/BPT-PS/2023

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan
Perjanjian Kerja Calon PPPK kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Perjanjian Kerja bagi PPPK di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa
kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 558, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang



Menetapkan

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6264);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis
Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja;

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
218);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa
Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH
PERJANNJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian
Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada pejabat Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan,;

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud
diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir
Selatan

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan diPainan
Pada Tanggal 2 Agustus 2023




